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Abstrak 

Problematika pengupahan di Indonesia hingga saat ini masih dikatakan belum dapat diimplementasikan dengan baik mengingat terdapat beberapa penemuan data yang menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang menerima upah jauh dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang terjadi pada pekerja yang bekerja di perusahaan PT. MGP, dimana pekerja tersebut hanya menerima upah kurang lebih Rp. 1.500.000 dengan nominal UMK Kota Surabaya saat itu adalah Rp.3.583.312,61. Diduga perusahaan telah melanggar aturan Pasal 90 Ayat (1) UUK terkait larangan perusahaan membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur sebagai pengawas pelaksanaan upah minimum, kemudian alasan PT.MGP memberikan upah dibawah UMK, serta upaya pekerja dalam menuntut haknya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan. Alasan PT. MGP memberikan upah dibawah UMK dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, baik alasan yang dapat dilihat dari sisi pekerja maupun pihak perusahaan. Dari kedua faktor tersebut dapat dimaksudkan bahwa faktor internal penentu upah dipengaruhi oleh keadaan didalam perusahaan itu sendiri, sementara faktor eksternal perusahaan dikaitkan dengan adanya pihak lain dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terjadi dalam hubungan kerja. Kemudian upaya pekerja dalam  menuntut haknya adalah dengan perundingan bipartit yang ternyata gagal maka perundingan tripartit sebagai langkah dalam menuntut haknya. 
Kata Kunci : Pengawasan, Penerapan, dan Penuntutan Upah . 

Abstract

Wage problems in Indonesia to date are still said to be unable to be implemented properly given there are some data findings that show that there are still many workers who receive wages far from the minimum wage set by the government. As happened to workers who work in the company PT. MGP, where the worker only receives a salary of approximately Rp. 1,500,000 with the nominal UMK of the City of Surabaya at that time Rp.3,583,312.61. It is suspected that the company has violated the rules of Article 90 Paragraph (1) of the Labour Law concerning the prohibition of companies from paying wages lower than the minimum wage. This study aims to determine the role of the East Java Manpower and Transmigration Office as the supervisor of the implementation of the minimum wage, then the reason PT.MGP provides wages below the UMK, as well as the efforts of workers in demanding their rights. This type of research is empirical legal research using a qualitative approach. Sources and types of data used are primary and secondary data with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the East Java Office of Manpower and Transmigration in carrying out its duties was based on a predetermined SOP. The reason for PT. MGP provides wages below the minimum wage influenced by internal and external factors, both the reasons that can be seen from the side of workers and the company. From these two factors, it can be meant that the internal determinants of wages are influenced by circumstances within the company itself, while the external factors of the company are associated with the presence of other parties taking into account several things that occur in employment relationships. Then the efforts of workers in demanding their rights are through bipartite negotiations which have failed, then tripartite negotiations as a step in demanding their rights.

Keywords: Oversight, Application, Prosecution of Wages.

PENDAHULUAN
Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sesuai hal tersebut diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja dalam hal ini meliputi menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh beserta keluarga. 
Kebebasan untuk bekerja sendiri telah tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan landasan hukum bahwasanya “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.Dengan demikian untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, setiap warga negara indonesia telah diberikan kebebasan untuk bekerja sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
Orientasi pekerja dalam hubungan kerja adalah upah. Hak mendapatkan upah secara konstitusional telah 
diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Artinya upah merupakan salah satu penghasilan bagi seorang pekerja untuk kehidupannya sehari-hari dimana hal tersebut haruslah tercantum dalam perjanjian kerja sebagai bentuk hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja (Yetniwati 2017).
Pada prinsipnya terdapat asas kebebasan berkontrak untuk penentuan upah yaitu berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi: 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik”.
Asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya antara pemberi kerja/pengusaha dan pekerja ini diberikan keleluasaan untuk menyepakati besaran upah. Persoalannya, pekerja tidak memiliki daya tawar yang sama dengan pengusaha. Hal ini menyebabkan pekerja  tidak memiliki kesempatan untuk negosiasi upah. Apabila penentuan upah hanya dilakukan oleh satu pihak saja  yakni pengusaha/pemberi kerja yang berbeda secara sosial-ekonomi dengan  pekerja maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan 

akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah (Husni 2006). Mengenai hal tersebut pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan mengenai upah didalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan). 
Meskipun aturan terkait pengupahan telah diatur, namun tidak semua perusahaan telah melaksanakan ketentuan tersebut. Sebagaimana dalam Lpaoran International Labour Organisation (ILO) Tahun 2016 menunjukkan survey mengenai kepatuhan perusahaan yang memberikan upah layak bagi pekerjanya pada tujuh negara di Asia antara lain Kamboja, India, Indonesia, Pakistan, Fillipina, Thailand dan Vietnam dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut (Cowgill and Huynh 2016) :

Gambar 1.1 

Besaran Patuhan dan Ketidakpatuhan Terhadap Upah Terhadap Upah Minimum (0%) 
di Tujuh Negara Asia


            Sumber: (Data Sekunder, 2020) 

Laporan tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan yang ada di Indonesia terkait pemberian upah minimum masih minim, hampir setara dengan negara Pakistan dan Thailand. Sedangkan, negara Vietnam ditemukan hampir keseluruhan perusahaan telah memberikan upah diatas upah minimum yang telah ditetapkan. Diperkuat lagi dalam data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 

Upah Pekerja Berdasarkan Usia 
Pada Bulan Februari sampai dengan Agustus 
di Indonesia Tahun 2018

	Kelompok Umur
	Februari 2018
	Agustus 2018

	15-19
	1.662.877
	1.758.258

	20-24
	2.125.490
	2.381.093

	25-29
	2.376.490
	2.603.012

	30-34
	2.588.474
	2.747.341

	35-39
	2.277.344
	2.937.447

	40-44
	2.725.549
	2.888.864

	45-49
	2.863.531
	3.125.617

	50-54
	3.036.253
	3.204.554

	55-59
	2.848.829
	2.881.882

	60+
	1.432.433
	1.983.735

	Rata-Rata
	2.478.868
	2.703.981


Sumber : (Data Sekunder,2020) 

Data tersebut menujukkan pada bulan Februari sampai dengan Agustus Tahun menunjukkan bahwa upah yang diterima pekerja masih jauh dari Upah minimum yang ditetapkan. Berdasarkan data inilah telah jelas menunjukkan perusahaan di Indonesia masih memberikan upah dibawah upah minimum, seperti Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Murni Gold Prima.

PT. Murni Gold Prima (MP) Surabaya beralamat di Jalan Kenjeran No. 331 Surabaya, merupakan perusahaan dibidang industri pengolahan emas dan telah memiliki lebih dari seratus karyawan diduga telah melakukan pelanggaran terkait pemberian upah dibawah UMK (Upah Minimum Kota /Kabupaten) kepada pekerjanya. UMK merupakan upah minimum yang ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam peraturan gubernur jawa timur tahun berjalan dengan tujuan sebagai standarisasi terendah pengusaha / pemberi kerja dalam memberikan upah kepada pekerjanya. Mengenai adanya laporan pekerja yang diberi upah dibawah UMK tersebut beritanya dilansir dari website Sindikat Post melaporkan Salah satu pekerja PT. MGP menerima upah dibawah UMK dengan rincian Upah pokok (UP) dan uang lembur selama 1 bulan sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem kerja kontrak pertahun (Anon 2018)Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah satu pekerja PT. MGP Surabaya menguatkan bahwa penetapan UMK  tidak dilaksanakan, karena ia mendapat upah perbulan RP. 1.500.000, dengan rincian upah sebagai berikut :

Tabel 1.2 

Upah Pekerja PT. MGP Surabaya

Atas dasar inilah pekerja dengan didampingi kuasa hukumnya melayangkan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Dan Taransmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) atas dugaan telah melakukan pelanggaran pemberian upah dibawah upah minimum. Laporan ini juga dibenarkan dalam daftar laporan pengaduan yang terdapat di Disnkertrans Jatim yang meletakkkan PT. MGP sebagai daftar perusahaan yang akan dilakukan inspeksi.

Tabel 1.3 

Laporan Pengaduan Dugaan 

Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Triwulan II 

Bulan April-Agustus 2018

	No
	Jenis Pelanggaran
	Jumlah 
Perusahaan

	1.
	Pelanggaran Upah Dibawah UMK
	35

	2.
	Pelanggaran Tidak Ddipekerjakan Dan Dibayarnya Upah 
	3

	3.
	Penundakan Upah Dan Ketidakjelasan Pemberian THR 
	1

	4.
	Pelanggaran Upah Proses 
	1

	5.
	Kekurangan Upah Dalam Perjanjian Kerja
	1

	6.
	Penuntutan Upah Pesangon Pensiun 
	1

	
	Kekurangan Upah 
	1

	7.
	Penunggakan Iuran BPJS 
	1

	8.
	Tidak Dikutsertakan dalam BPJS ketengakaerjaan 
	3

	9.
	Pemberhentian Kepesertaan Bpjs Kesehatan 
	1

	10.
	Perselisihan PHK Sepihak 
	3

	11.
	Pelanggaran Pelayanan Kesehatan Kerja
	1

	12.
	Pengaduan Penahanan Akta Lahir 
	1

	13.
	Pelanggaran Status Hubungan Kerja 
	1

	14.
	Lain-lain 
	14


Sumber: (Data Sekunder, Dioalah Sendiri,2020)

Data tersebut merupakan data sementara dimana perlu dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Disnakertrans Jatim terkait kebenaran dari adanya pelaporan tersebut.  Dari beberapa data yang telah disebutkan diatas, yang telah mendapatkan konfirmasi secara resmi mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan perusahaan adalah PT.MGP. Perusahaan diduga telah melanggar Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya, yang mana pada saat itu UMK Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Pergub Jatim 75/2017 Tentang UMK Tahun 2018) menunjukkan :

Tabel 1.4 

Sepuluh Kota / Kabupaten Tertinggi 
Upah Minimum Kabupaten/Kota 
di Jawa Timur Tahun 2018

	No.
	Kabupaten/Kota
	UMK Tahun 2018

	1.
	Kota Surabaya
	Rp. 3.583.312,61

	2.
	Kab. Gresik
	Rp. 3.580.370,44

	3.
	Kab. Sidoarjo
	Rp. 3.577.428,66

	4.
	Kab. Pasuruan
	Rp. 3.574.486,72

	5.
	Kab. Mojokerto
	Rp. 3.565,660,82

	6.
	Kab. Malang
	Rp. 2.574.807,22

	7.
	Kota Malang
	Rp. 2.470.073,29

	8.
	Kota Batu
	Rp. 2.384,167,93

	9.
	Kab. Jombang
	Rp. 2.264.135,78

	10.
	Kab. Tuban
	Rp. 2.067.612,56


      Sumber: (Data Sekunder, Dioalah Sendiri,2020)

Merujuk pada tabel tersebut menunjukkan UMK Kota Surabaya  tahun 2018 adalah yang tertinggi dengan nominal  Rp.3.583.312,61. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Disnakertrans Jatim sebagai pengawasan pelaksanaan upah minimum, untuk mengetahui  alasan PT. MGP memberikan upah dibawah UMK, serta untuk mengetahui upaya hukum pekerja dalam menuntut haknya.  Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama hukum ketenegakerjaan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar UMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan sumbangsih kepada peneliti lain yang akan melakukan penlitian di bidang hukum ketenagakerjaan mengenai larangan perusaaan memberikan upah dibawah UMK. 

Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai dengan UMK antara lain adalah upah, upah minimum, kewajiban perusahaan membayar UMK. 

Pertama, berbicara mengenai upah pasti yang menjadi acuan pemikiran awal adalah uang yang diterima pekerja atau katalainnya adalah imbalan. Diberikannya imbalan tersebut tidak lain karena adanya keterikatan pekerja dalam hubungan kerja. Sebagaimana tujuan pekerja melakukan pekerjaan adalah menjamin penghidupan layak melalui penghasilan yang cukup demi membiayai kelangsungan hidupannya bersama keluarga (Halim 2001). Sesuai dengan bunyi pengertian upah dalam Pasal 1 Angka 30 UUK, bahwa:
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Kemudian pengertian upah menurut beberapa ahli :

1. “Menurut Imam Soepomo, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia 

2. melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan (Soepomo 2003)
3. Menurut Asyhadie, Zaeni, upah adalah jumlah uang yang diterima tenaga kerja, pada waktu tertentu. Lebih penting lagi, upah adalah jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat ia beli dari jumlah upah itu (Asyhadie 2008)
4. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan, upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan/atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. Upah dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang, yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja” (Kartasapoetra, Kartasapoetra, and Kartasapoetra 1986).

dan memunculkan fungsi upah yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berikut :

1. "Bagi pekerja, upah berfungsi sebagai kebutuhan hidup yang layak bersama keluarganya.

2. Bagi pengusaha, upah berfungsi sebagai unsur penggerak dalam proses produksi.

3. Bagi pemerintah,upah merupakan tolok ukur hidup masyarakat” (Trimaya 2014) 

serta dapat diklasifkasikan jenis-jenis upah terdiri dari upah normal, upah nyata, upah minimum, upah wajar (Sari, et.all 2009).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak dasar yang dimiliki pekerja, maka sejatinya dalam pertimbangan mengenai pengupahan di Indonesia disesuaikan dengan aspek teknis berkaitan dengan bagaimana upah tersebut ditetapkan, aspek ekonomis mempertimbangkan kemampuan perusahaan pada saat nilai upah akan ditetapkan dan implementasi di lapangan serta aspek hukum meliputi proses dan kewenangan penetapan, pelaksanaan hingga pengawasan pelaksanaan upah (Hakim 2006). Selain itu juga disesuaikan dengan pancasila, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, menganut prinsip keseimbangan dan transparasi, yang mengatur mengenai pengupahan itu sendiri (Yetniwati 2014). Hal ini perlu diperhatikan sehingga manfaat upah dapat dirasakan diantara para pihak baik untuk pekerja maupun pengusaha.


Kedua, Para pihak dalam hubungan kerja sebenarnya bukan hanya antara pekerja dan pengusaha, namun pada proses hubungan kerja, pihak pemerintah memiliki peran penting dalam keberlangsungannya maka secara leih luas hubungan ini disebut dengan hubungan industrial karena adanya penambahan pemerintah sebagai pihak penengah dalam hubungan tersebut. Pemerintah kaitannya dalam  hubungan industrial ini memiliki beberapa kewenangan yakni melakukan proses penentapan  upah, pengawasan hingga menjadi pihak penengah dalam penyelesesain perselisihan diantara para pihak. Kewenangan pengupahan tersebut merupakan salah satu dari kesekian kebijakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pekerja. Sebagaimana dalam rumusan Pasal 88 Ayat (3) salah satu kebijakan tersebut adalah  penetapan upah minimum.  Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum (Permenaker No. 15/2018 Tentang Upah Minimum), memberikan pengertian bahwa:

“Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman”.

Pemerintah menetapakan upah minimum dengan membatasi pada setiap kabupaten sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 89 Ayat (1) huruf a UUK menyatakan:

“Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) huruf a dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota”.

Penetapan upah minimum tersebut didasarkan pada

“Indeks Harga Konsumen (IHK), Kemampuan perusahaan, Upah pada umumnya yang berlaku di daerah, Kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.” (Libertus 2008) 

dan juga didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasal 1 Angka 1 Permenaker No. 21/2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak memberikan pengertian

“Kebutuhan  hidup  layak yang  selanjutnya  disingkat  KHL  adalah  standar  kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat  hidup  layak  secara fisik  untuk  kebutuhan  1 (satu) bulan”.

untuk komponen dan jenis kebutuhn yang dipakai dalam penentuan KHL tetap mengacu pada Pasal 3 Ayat (5) Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang KHL. Dengan formula perhitungan upah minimum ynag disebutkan dalam Pasal 44 PP No. 78/2015 Tentang Pengupahan adalah “UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}”. Masing-masing keterangan tersebut diuaraikan dalam Pasal 3 Ayat (3) Permenaker No. 15/2018 Tentang Upah Minimum dengan keterangan sebagai berikut: 

	Umn
	:
	Upah minimum yang akan ditetapkan

	Umt
	:
	Upah minimum tahun berjalan

	Inflasi t  
	:
	Inflasi yang dihitng dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

	∆ PDBt  
	:
	Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari Pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan”




Formula perhitungan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penetapan upah minimum tahun berjalan. Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kab/Kota (UMK) penetapannya dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi/ Kabupaten/Kota.  UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur pada tanggal 21 November dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kebijakan upah minimum tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengamanan dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk guna melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan perusahaan dalam penentuan upah layak. selain itu juga:

“Upah minimum dianggap sebagai kebijakan yang dapat memberikan kontribusi untuk keadilan sosial dengan meningkatkan upah bagi pekerja/buruh” (Susanti 2013).

Selain itu, upah minimum juga diupayakan untuk mencegah adanya eksploitasi dalam bekerja dan mendapatkan upah yang memenuhi KHL (Nugroho 2005).

Ketiga, Kewajiban perusahaan membayar sesuai dengan UMK diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) UUK, yang menyatakan “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimna yang dimaksud dalam Pasal 89.” Perusahaan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar seperti PT, perusahaan kecil seperti Firma atau CV sekalipun juga diwajibkan membayar upah pekerjanya sesuai dengan UMK. Apabila ternyata perusahaan tidak dapat membayar upah sesuai UMK, dapat diajukan  penangguhan. Namun sebenarnya, selama masa penangguhan sekalipun tetap mewajibkan perusahaan untuk melunasi upah sebelumnya yang tidak sesuai dengan UMK. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu mengkaji lebih lanjut terkait peran Disnakertrans Jatim selaku pengawas ketenagakerjaan, alasan perusahaan, serta upaya pekerja dalam kaitannya pada implementasi pemberian upah layak yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam dari individu atau kelompok untuk dapat menemukan kebenaran dibalik suatu fenomena yang terjadi (Fajar dan Yulianto, 2007). Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan–bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, hasil karya dari kalangan hukum termasuk jurnal-jurnal, skripsi, dan tesis hukum .dan Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dala penelitian ini yang pertama adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dimaksudkan “bertujuan untuk dapat mengungkapkan pelbagai aspek dari masyrakat maupun individu yang menjadi fokus penelitian”(Soekanto 2010). Berkaitan dengan wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini, maka perlu adanya informan untuk dapat memberikan keterangan sebatas apa yang diketahuinya. Informan dalam penulsian ini antara lain pekerja PT. MGP, Manager perusahaan dan Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Jatim. Kedua ,yakni dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, baik cetak maupun online yang berkaitan dengan membaca, megutip, mengkaji, atau merangkum data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Kemudian untuk teknik pengolahan data dilakukan dengan empat tahap yakni identifikasi, editing, penyusunan data dan penarikan kesimpulan, serta yang terakhir analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melakukan analisis berdasarkan jumlah data yang terkumpul, setelah data terkumpul kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Muhammad 2004). 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum.

 Demi menjamin terselenggaranya peraturan ketenagakerjaan, diperlukan suatu sistem pengawasan guna mengawasi pelaksanaan peraturan peundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan membina atau mengawasi perusahaan untuk selaku tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menjamin kestabilan dalam hubungan kerja. Oleh sebab itu pengawasan perlu dilakukan mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran yang dapat memicu perselihan diantara para pihak yang disebabkan oleh pengusaha/perusahaan tidak memberikan pelindungan hukum bagi pekerjanya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Berkaitan dengan pengawasan Ketenagakerjaan, Indonesia telah merativikasi konvensi ILO yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (selanjutnya disebut UU 21/2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81), UUK sebagai peraturan pokok yang mengatur masalah ketengakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan peraturan yang dipakai sebagai landasan Disnakertrans Jatim melakukan Pengawasan (Amin 2003).
Pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan provinsi diharapkan kedepannya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara independen, sehingga dapat lebih efektif dan efisian dalam melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Dengan demikian Disnakertrans Jatim merupakan badan yang berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan salah satunya terhadap pengawasan pelakasanaan upah minimum.

Dalam pelaksanaannya, Disnakertrans Jatim memiliki sistem dan tata cara pengawasan yang disesuaikan dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim Dengan adanya SOP tersebut, setiap pegawai dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, guna menghindari penyimpangan atau dengan kata lain mencari–cari  kesalahan, pelanggaran yang dilakukan perusahaan .

Tujuan pelaksaan pengawasan upah minimum, untuk mengetahui perusahaan yang belum melaksanakan upah minimum dapat dilakukan atas dasar dengan atau tidak adanya laporan. Sesuai keterangan Kepala Bidang Pengawasan Disnakertrans Jatim mengatakan bahwa Tindakan Pengawasan dapat dilakukan dengan atau tidak adanya laporan pengaduan, namun akan lebih efektif jika terdapat laporan pengaduan. Mengingat perusahaan di Jawa Timur sangat banyak jika dibandingkan dengan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Disnakertrans Jatim.
Selain melakukan pemeriksaan secara langsung diperlukan peran dari masyarakat juga khususnya para pekerja, serikat pekerja, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ikut serta dalam pelaporan pengaduan pelanggaran UMK yang dilakukan perusahaan. “Laporan dapat dilayangkan oleh pekerja yang datangsendiri atau pekerja yang diwakili oleh serikat pekerjanya”. Dengan adanya laporan aduan ini diharapkan pemeriksaan dapat dilakukan tepat sasaran terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar.  

Perusahaan yang belum melaksanakan UMK akan diberikan nota pemeriksaan, sedangkan perusahaan yang telah melaksanakan UMK tidak perlu diberikan Nota pemeriksaan.“Pemeriksaan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan UMK, yang dilakukan pertama pengawas Ketenagakerjaan adalah dengan mengirimkan nota pemeriksaan 1 sampai 3 dan melakukan mentoring” Kabid Pengawas. Jangka waktu nota pemeriksaan 1 sampai 3 masing-masing adalah 7 hari, jika sampai nota pemeriksaan 3 perusahaan masih belum melaksanakan UMK, maka dibuatkan Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) serta membuat laporan Kejadian Perkara (LKP) sebagai langkah akhir untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) setempat. 

Terdapat perbedaan antara pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dengan pemeriksaan yang didasarkan atas laporan pengaduan. Hal ini dapat dilihat pada proses penyelesaiannya. Perusahaan yang tidak didasarkan pengaduan penyelesaianya dilimpahkan ke PN setempat untuk diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pemeriksaan yang didasarkan pada laporan aduan, penyelesaiannya dilimpahkan pada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan memilih model penyelesaian perselisihan yang terdapat di Disnakertrans Jatim sebelum akhirnya melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Terhadap perusahaan yang melanggar telah diberikan nota pemeriksaan. Ada beberapa perusahaan setelah menerima nota pemeriksaan tersebut beritikad baik, mengindahkan dan menjalankan teguran dengan memberikan upah sesuai UMK. Namun, ada juga perusahaan yang tidak mengindahkan. Apabila hal ini diteruskan, maka perusahaan melanggar ketentuan UUK dan dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 185 Ayat (1) UUK:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas mengungkapkan bahwa pengusaha yang memberikan upah dibawah UMK sudah dipastikan termasuk dalam tindak pidana kejahatan dan dapat dipidanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hingga sampai saat ini, pidana penjara hanya diputuskan untuk dua perusahaan yang berasal dari Kota Surabaya dan termasuk untuk pertama kalinya dijatuhkan kepada Direktur  Utama, salah satu perusahaan terebut adalah PT.  Panca Puji Bangunan. Melalui putusan Mahkamah Agung atas nama terpidana Bagoes Srihandojono selaku Direktur Utama PT.  Panca Puji Bangunan yang memberikan upah kepada pekerjanya dibawah UMK dalam kurun waktu antara Tahun 2004 sampai Tahun 2010, dimana kala itu UMR Kota Surabaya berkisar Rp. 934.500, namun ia hanya memberikan upah sebesar Rp. 680.000. Atas dasar inilah PN Surabaya menghukum Bagoes selama 1 tahun penjara, kemudian pada tanggal 13 April 2010 putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada tanggal 8 November 2011. Sesuai dengan keterangan yang diberikan Kabid Pengawasan Disnakertrans Jatim bahwa memang benar  Dinakertrans Jatim selalu berupaya menghindari pemidanaan. 

“Kami akan selalu berupaya untuk menghindari pemidanaan terhadap para pihak. Mengingat apabila hal ini terjadi, perusahaan dimungkinkan akan tutup dan akan berujung PHK besar-besaran, yang dikhawatirkan tindakan ini dapat memunculkan tindakan-tindakan kriminal baru nantinya” Kepala Kabid Pengawasan. 

Dengan demikian, untuk menghindari hal tersebut, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim tidak henti-hentinya melakukan pembinaan yang melibatkan pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja, baik melalui penasihat teknis, sosialisasi, temu konsultasi, diskusi, dan pendampingan .

Hasil dari pengawasan yang dilakukan Disnakertrans Jatim  pada Tahun 2018 ditemukan bentuk ketidaktaatan perusahaan yang masih membayar pekerja dibawah UMK menunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih tiga bulan dapat ditemukan 35 perusahaan yang melanggar ketentuan UMK Salah satu perusahaan tersebut adalah PT. MGP. 

Pengawasan terhadap perusahaan PT. MGP menurut keterangan pekerja pernah dilakukan oleh Disnakertrasn Jatim baik pengawasan yang meliputi standart keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan sampai pada pemberian upah terhadap pekerja. Namun pemeriksaan tersebut hanya dilakukan diluar tempat perusahaan berlangsung, maksudnya mengingat perusahaan di Jawa Timur sangat banyak, pemeriksaan hanya terlihat sebagai formalitas semata, sehingga dapat dimungkinkan data yang diperoleh Disnakertrans Jatim hanyalah setengah dan tidak secara keseluruhan. Hal ini dapat dimungkinkan menyebabkan perusahaan tersebut masih memberikan upah dibawah UMK, sehingga terdapat laporan lagi yang dilayangkan salah satu pekerja perusahaan tersebut kepada pihak Disnkaertrasn Jatim dan dibenarkan oleh Kabid Pengawasan Disnakertrans Jatim bahwa: “Pelanggaran tersebut lebih banyak diketahui karena pekerja sendirilah yang melaporkan” Kabid Pengawasan. Dengan demikian, jika tidak didasarkan laporan pengaduan, dapat dipastikan masih banyak perusahaan belum menjalankan ketentuan tersebut hanya saja belum diketahui perusahaan tersebut pegawai pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Timur .  

Alasan Pekerja Diberi Upah Dibawah UMK Surabaya Oleh PT. Murni Gold Prima Surabaya

Motivasi pekerja dalam bekerja adalah mencapai kesejahteraan melalui pendapatan yang dihasilkannya. Upah merupakan hak yang mendasar bagi seorang pekerja.  Bagi seorang pekerja satu rupiahpun itu akan sangat berarti untuknya. Upah yang dihasilkan seorang pekerja tidak lepas dari perannya dalam menghasilkan sebuah jasa ataupun barang sebagai imbalan yang diberikan pihak perusahaan. Apabila terdapat beberapa hak yang tidak diterimanya, maka akan berkepanjangan jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan secara proporsional.

Pada umumnya penentuan upah didasarkan pada teori Human Capital, yang mana penentuan upah didasarkan pada tingkat pendidikan dan latihan yang dicapai pekerja (Nasir 2008). Dalam pemberian upah dapat dimungkinkan akan terdapat perbedaan nominal pada masing-masing pekerja. Perbedaan tingkatan upah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Maka, faktor internal dan eksternal inilah yang menyebabkan perusahaan memberikan tingkatan upah yang berbeda-beda pada setiap pekerjanya. faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal Penentu Upah

a. Sikap Pengusaha. 

“Kecepatan penaikan upah tergantung dari sikap pengusaha dalam menghadapi masalah dari setiap tekanan yang ada. Sikap pengusaha dibedakan menjadi dua yaitu liberal dan konservatif (Nasir 2008). Sikap liberal berkaitan dengan adanya sikap keterbukaan yang dimiliki pengusaha untuk mengizinkan dan sikap mudah menerima setiap perubahan yang ada, sedangkan untuk sikap konservatif adalah sikap hati–hati yang dimiliki pengusaha dalam menghadapi kenaikan tingkat upah.”
Menurut pekerja, penaikan upah pada PT. MGP didasarkan pada sikap perusahan. Mereka beranggapan kebanyakan  perusahaan memang menginginkan keuntungan yang lebih dibandingkan kesejahteraan pekerjanya. Padahal dapat dilihat jika kesejahteraan pekerja terpenuhi, maka produktifitas perusahaan akan terus berjalan dengan baik. Sedangkan menurut perusahaan, setiap kebijakan apapun harus didasarkan dengan beberapa pertimbangan termasuk dalam penetapan kenaikan upah. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa diantara para pekerja dan pihak perusahaan masing-masing memiliki beberapa alasan yang dapat dibenarkan.

b. Produktivitas Perusahaan 

Produktifitas secara sederhana diartikan sebagai hubungan yang dikaitkan antara output dan input. Output merujuk pada keluaran atas hasil yang diperoleh, sementara input berkaitan dengan masukan atas hasil yang dicapai. “Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang dan jasa) dengan masukan sebelumnya” (Nasir 2008).

Kemudian dikaitkan dengan teori upah produksi menurut Nasir:

“Dalam mekanisme pasar kerja tingkat upah digunakan sebagai sinyal yang dipancarkan oleh pihak perusahaan untuk mewakili produktivitas yang sesungguhnya. Upah dianggap sebagai sumber penghasilan pokok yang disebut human income, sebagai sumber pendapatan tenaga kerja menginginkan agar upahnya tercukupi (Zahro, Suyadi, and Djaja 2018).

Produktivitas bila dihubungkan dengan pekerja adalah jumlah hasil yang dicapai seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu yang nantinya akan menentukan juga besaran upah yang diterima. Dikaitkan dengan produktivitas pada perusahaan PT. MGP terlihat pada bonus Rp. 300.000 yang diberikan kepada pekerjanya disetipa bulan, ini mengartikan pemberian bonus tersebut telah dipertimbangkan dengan produktivitas yang dicapai perusahan.

2. Faktor Eksternal Penentu Upah

a. Hubungan Tingkat Upah Dengan Kesepakatan Kerja 

Kesepakatan pada umumnya didasarkan karena adanya suatu ikatan yang terjalin diantara kedua pihak untuk saling menyetujui dan menyanggupi dan dijalankan serta berakhir dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Seperti halnya kesepakatan hubungan kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pengusaha, yang mana pada intinya perjanjian tersebut berisi mengenai hak dan kewajiban yang harus dijalankan para pihak yang terikat. Begitu pula pada perusahaan PT. MGP. 

Pekerja yang hendak bergabung dengan perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan dan melengkapi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan dengan mengajukan surat lamaran pekerjaan. Jika pelamar dianggap telah memenuhi kriteria, maka perjanjian kerja dapat disepakati. Sebelum perjanjian kerja tersebut disetujui, pengusaha akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang dianggap bersangkutan, seperti pekerjaan yang akan dilakukan pekerja, jam kerja dan nominal upah yang akan diterima. Pada saat ini, apabila pekerja tidak menyanggupi beberapa hal yang terdapat dalam perjanjian tersebut, seperti penetapan upah yang diterima dirasa kurang cocok, maka pekerja dapat melakukan tawar-menawar. Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh pekerja PT. MGP, meskipun pada perusahaan teresbut telah memberikan peningkatan upah RP. 5.000 setiap tahunnya, pekerja masih bisa melakukan tawar-menawar dalam penentuan upahnya.“Pada saat taken kontrak lagi dapat melakukan negosiasi untuk mengikatkan upah” keterangan pekerja. Hal ini sesuai dengan teory tawar-menawar yang dikemukakan oleh Nasir, bahwasanya: 

“Jika terdapat dua kekuatan yang mempunyai preferensi tingkat upah berbeda, maka upah merupakan bagian yang terangkum dalam hubungan kerja, sehingga upah ditentukan pada tingkat upah manakah yang cenderung disepakati (Nasir 2008).” 

Dengan demikian, tingkat kesepakatan tergantung tawar-tawar yang dilakukan. Apabila pihak pekerja lebih kuat akan dimungkinkan ada kenaikan upah, jika sebaliknya pihak perusahaan yang lebih kuat penaikan upah akan sangat sulit dilaksanakan 

b. Hubungan Upah dengan Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam suatu bidang tertentu, baik perusahaan yang berskala besar atau kecil sekalipun yang menjadi pertimbangan pihak perusahaan untuk menerima pekerja tersebut dilihat dari pengalaman kerjanya. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai pengalaman  kerja, bahwasanya:

“Menurut Foster, pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. (Foster 2001)
Menurut Syukur,pengalaman kerja adalah lamanya seseorang melaksanakan frekuensi dan jenis tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Sebagian besar pengembangan karyawan terjadi melalui pengalaman kerja (job experience).” (Syukur 2001)
Menurut Riyadi, Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan- nya dalam pelaksanaan tugas pekerjaan” (Riyadi 2015).

Jadi pengalaman kerja adalah suatu keahlian yang dimiliki setiap pekerja dalam melakukan pekerjaan tertentu dan telah diperoleh serta dimilikinya sesuai dengan lamanya ia melakukan pekerjaan tersebut.

Pekerja yang sudah memiliki pengalaman kerja yang mumpuni, akan dapat menyelesaiakan pekerjaan dengan cepat. Berkaitan dengan pengalaman kerja seseorang, ternyata juga dapat mempengaruhi besaran upah yang diterimanya. menurut pihak perusahaan juga membenarkan mengenai besar kecilnya upah yang diterima pekerja selain dipengaruhi kesepakatan kerjanya, namun juga karena pengalaman kerjanya. Pihak perusahaan PT. MGP akan mempertimbangkan terkait apakah pekerja tersebut dapat mnyelesaikan tugasnya dengan baik. Bukan hanya cepat, namun juga mengenai hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Pekerja yang telah memiliki pengalaman kerja cukup lama tentunya akan mengerti dan memahami berbagai masalah ataupun kendala yang mungkin akan terjadi saat mulai dari awal pembentukan hingga akhir proses pengolahan.

c. Hubungan Upah Dengan Keterampilan Kerja  

“Secara umum, keterampilan merupakan suatu kemampuan dalam mengubah sesuatu menjadi lebih memiliki nilai yang didasarkan pada akal, ide, serta kreatifitas dari hasil yang dikerjakan.” Dalam menjalankan sebuah pekerjaan, bukan hanya menitikberatkan pada kecepatan, namun juga hasil yang diperoleh secara maksimal. Oleh sebab itu, setiap pekerja harus memiliki keterampilan yang mumpuni yang didasarkan semakin banyaknya persaingan dipasar kerja, maka setiap orang dituntut untuk memiliki keterampilan baik. 

Atas dasar inilah dapat dilihat dan dibedakan antara pekerja yang terampil dengan pekerja yang hanya sekedar melakukan pekerjaan semata. Prinsip ini juga dipakai perusahaan PT. MGP, dimana peningkatan upah akan diberikan kepada para pekerja yang terampil, karena didasarkan pada tingkat kesulitan saat proses pembuatan. Misalnya pada saat proses pembentukan emas yang disesuaikan dengan pesanan. Saat proses mencetak dengan bahan lilin adalah yang paling inti. Apabila dalam proses lilin ini gagal, dapat dipastikan proses akan mengalami kegagalan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perbedaan tingkat upah setelah pengalaman kerja, dipengaruhi juga pada keterampilan pekerjanya.

d. Hubungan Tingkat Upah Dengan Masa Kerja

Masa kerja pada dasarnya muncul karena adanya pemikiran bahwa karyawan senior menunjukkan kesetiaan yang tinggi pada perusahaan yang bersangkutan. Masa kerja ditung sejak hari pertama pekerja menjalankan kewajibannya atau sejak pekerja tersebut mengabdikan dirinya dengan perusahaan dan diukur berdasarkan satuan tahun. Semakin lama masa kerja seseorang dapat dijadikan sebagai tolak ukur hubungan indutrial yang terjamin.

Sistem pengupahan di Indonesia pada umunya juga memperhatikan masa kerja yang telah dilampui masing-masing pekerja, sebagaimana dalam Pasal 92 Ayat 1 UUK :“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.” Kemudian diatur kembali pada Peraturan Mentari Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah  mewajibkan setiap perusahaan membuat susunan tingkat upah dari nominal terkecil hingga terbesar. 

Sistem ini juga dijalankan pada PT. MGP dalam memperhitungkan tingkatan upah pekerjanya.  Sesuai dengan keterangan dari pihak manajer PT. MGP bahwa setiap tahunnya ada peningkatan RP. 5.000_pertahun, dengan pergitungan gaji perhari Rp. 30.000, bonus perbulan Rp. 300.000, kemudian dibulatkan dan dibayarkan dalam satuan bulananan Rp. 1.205.000 upah yang diterima. Jadi, menurut penulis apabila pekerja memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, maka total upah yang diterima yakni Rp. 1.205.000 perbulan+(5.000x 5 tahun) adalah Rp. Rp. 1.230.000. Berdasarkan keterangan tersebut menurut penulis dapat disimpukan bahwa pekerja memiliki masa kerja yang lebih dari lima tahun sekalipun masih dikatakan jauh dari upah minimum yang ditetapkan.

Upaya Pekerja yang Diberi Upah Dibawah UMK Surabaya Oleh PT. Murni Gold Prima Surabaya Untuk Memenuhi Haknya

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki dimensi luas, bukan hanya menyangkut kepentingan sebelum, sesaaat dan setelah melakukan pekerjaan, namun juga menyangkut kepentingan beberapa pihak antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang disebut dengan hubungan industrial. Persoalannya, menciptakan hubungan industrial yang harmonis hingga saat ini masih sangat sulit untuk dicapai, masih banyak ketegangan yang mengakibatkan konflik diantara para pihak yang tidak bisa dihindari karena masih saling mengedepankan kepentingannya masing-masing. Konflik biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan, perbedaan tujuan, ketidaksesuaian cara pencapaian tujuan, pengaruh negatif dari pihak lain, persaingan, adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menyampaikan keinginannya secara berlebihan, kurangnya pemahaman terhadap suatu peraturan perundang-undangan (Charda 2017). 

Konflik ini didalam  hubungan kerja biasanya disebut perselisihan hubungan industrial. Pengertian perselisihan hubungan industrial tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) menyebutkan :
“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Dari pengertian ini menujukkan bahwa UUK ataupun UU PPHI memberikan perindungan terhadap pekerja yang tergabung atau tidak bergabung dalam serikat pekerja saat perselisihan itu terjadi. Sebuah perselisihan pasti akan memberikan efek yang cukup kurang baik bagi hubungan industrial, hal ini dapat memicu ketidakseimbangan  bagi masyarakat terlebih pada mereka para pihak yang terjalin didalamnya. 

Terdapat beberapa macam-macam perselisihan dalam hubungan industrial yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar satu serikat pekerja di perusahaan ayang sama. Mengenai perselisihan yang terjadi diantara pekerja dengan PT. MGP termasuk dalam perselisihan hak, mengingat yang menjadi pokok perselisihan diantara keduanya adalah upah, yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dengan pekerja, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Perundingan Bipartit

Penyelesaian permasalahan pada dasarnya dapat ditentukan dengan dua cara, yakni melalui litigasi dan non litigasi. Secara litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan di pengadilan, sementara non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukaan diluar Pengadilan. 

UUK dan UU PPHI telah mengatur secara jelas mengenai alur penyelesaian dalam persilisihan hubungan industrial dimana para pihak wajib menyelesaikan perselisihan melalui non litigasi antara lain secara bipartit dan tripartit yang terdiri dari mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Apabila dalam penyelesaian tersebut tidak kunjung terdapat penyelesaian didalamnya, maka perselisihan dapat melalui litigasi dengan mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 

Perundingan bipartit merupakan langkah pertama yang wajib dilakukan para pihak yang berselh dimana tujuan perundingan bipatrit ini dilakukan untuk menyelesaikan dengan musyawarah kekeluargaan. Maka secara internal para pihak dalam perundingan bipatrit ini terdiri dari pengusaha, pekerja atau serikat pekerja. Dalam perundingan bipartit ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan ini nantinya akan dirumuskan dalam bentuk risalah perundingan yang ditandatangani kedua belah pihak. 

Apabila dalam perundingan ini mencapai sepakat, selanjutnya dapat dibuatkan perjanjian bersama yang mengikat kedua belah pihak dan didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri (PN) setempat. 

Kenyataannya prselisihan yang terjadi antara pekerja dengan PT. MGP tidak melakukan perundingan bipatrit sebelumnya dikarenakan ada penolakan dari pihak perusahaan. “Para pekerja telah mencoba unuk melakukan perundimgan bersama, namun tenyata ditolak” Keterangan pekerja. 
Pada akhirnya para pekerja berinisiatif untuk berkumpul dan berencana akan melakukan aksi besar untuk menyuarakan hak atas upahnya yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan perudang-undangan. Sebenarnya ini dilakukan hanya untuk menggertak pihak perusahaan saja, namun pihak perusahaan kembali mengancam akan dilakukan PHK bagi para pekerja yang mengikuti aksi tersebut. Mendengar kabar tersebut, banyak pekerja yang mengurungkan niat dan menyisakan satu orang yang masih bersikeras untuk menuntut haknya. Mengingat Perundingan bipartit yang diatur dalam UU PPHI berlangsung paling lama 30 hari sejak perundingan tersebut dimulai, jika terdapat  melebihi batas waktu tersebut salah satu pihak menolak atau tidak adanya kesepakatan. Pekerja PT. MGP yang masih bersikeras tersebut melakukan pelaporan ke instani dibidang ketenagakerjaan dalam tingkat kota ataupun Povinsi.

2. Mediasi 

Tujuan hubungan industrial adalah mencipatakan hubungan harmonis, untuk mewujudkannya salah satu yang dapat dilakukan adalah  dengan penegakan hukum ketenagakerjaan yang jelas, transparan dan adil untuk para pihak.  Hal ini perlu dilakukan, jika penegakan hukumnya sendiri tidak jelas pastinya akan menimbulkan sifat pesimis atau ketidakpercayaan dari para pihak. 

Pengawasan pelaksanaan upah merupakan satu dari sekian banyak tugas wajib yang dilaksanakan pegawai pengawas ketenakerjaan khususnya pada Disnakertrans Jatim. Sesuai dengan pernyatan Abdul Hakim didalam bukunya menjelaskan bahwa pengawasan pelaksaaan upah minimum  dilakukan oleh gubernur berdasarkan hasil rekomendasi dewan pengupahan. Pengawasan pelaksanaan upah minimum menjadi kewenangan dan secara teknis dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan provinsi. Pelanggaran yang menjadi kewenangan dari pengawasan ketenagakerjaan provinsi adalah tidak dilaksanakannya Pasal 90 Ayat (1) UUK. Pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan pemerikasaan dan pembinaan terhadap para pihak yang dirugikan. (Hakim 2006). Selain sebagai pengawas ketenagakerjaan, Disnakertrans Jatim juga berperan dalam perundingan tripartit. Sesuai dalam Pasal 1 Angka 19 UUK menyebutkan bahwa;

“Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.”

Dengan  demikian, Disnakertrans Jatim juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga/penengah dalam berbagai kasus ketenagkaerjaan atau biasanya disebut dengan perundingan tripartit. Atas dasar inilah pekerja PT MGP melayangkan laporan di  Disnkaertrans Jatim dan Laporan ini dibenarkan kepala bidang pengawasan ketenagakerjaan dan telah dikonfirmsi dengan diterimanya surat terima dari Disnakertrans Jatim.
Perundingan  Tripartit yang terdapat pada Disnakertrans Jatim memiliki beberapa model penyelesaian secara non litigasi antara lain arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Dengan demikian, untuk mengetahui  alur yang ditempuh PT. MGP dan pekerja dalam proses penyelesaian secara tripatrit melalui prosedur mediasi di Disnakertrans Jatim adalah sebagai berikut:
1. Pekerja PT. MGP didampingi oleh kuasa hukumnya melayangkan Laporan dan diajukan melalui Tata Usaha (TU) Disnakertrans Jatim.
2. TU mengeluarkan surat dan meneruskan ke bagian pengawasan ketenagakerjaan untuk dilakukan pemeriksaan pada perusahaan yang bersangkutan
3. Bagian Pengawas Ketenagakerjaan memberikan penawaran kepada para pihak yakni antara  pekerja dengan PT. MGP untuk memilih proses penyelesaian perselisihan. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) UU PPHI bahwa:

“Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase”

Merujuk pada aturan tersebut, dikarenakan para pihak PT. MGP dengan pekerja dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak menentukan prosedur penyelesaiannya, maka secara otomoatis Disnakertranns Jatim menetapkan bahwa penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui mediasi. 

4. Proses Mediasi 

Upaya non litigasi terakhir setelah perundingan nipartit gagal dilakuakan adalah dengan melakukan mediasi. Pengertian mediasi menurut Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa :

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Takdir Rahmadi dikutip dalam jurnal, memberikan pengertian mediasi adalah :

“Suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak mediator tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial” (Latip, Lu’luiaily, and Ainiyah 2018).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur mediasi antara lain:

1. Para pihak bersepakat untuk meminta pihak penengah (mediator) yang bersifat netral.

2. Penyelsaian perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat 

3. Mediator dalam penyelesaian ini tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, namun hanya bersifat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi dilakukan untuk mengantarkan para pihak yang untuk mewujudkan kesepakatan. Penyelesaian ini menempatkan para pihak pada posisi yang sama dengan memiliki kesempatan yang seimbang dan netral tanpa untuk saling dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution) (Pradima 2013).

Mediator dalam penyelesaian mediasi ini adalah pegawai instansi yang bertagung jawab di bidang ketenakerjaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perarturan perundang-undangan, sehingga dalam penyelesaian diantara pekerja dengan perusahaan PT. MGP menggunakan mediator yang merupakan pegawai Disnakertrans Jatim, serta mediator ini tidak memiliki kewenangan memaksa hanya mempertemukan kedua pihak guna untuk mencari masukan atas persoalan yang dihadapi. Berdasarkan keterangan pekerja Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara PT. MGP dengan pekerjanya di Disnakertrans Jatim adalah sebagai berikut:

a. Memanggil kedua pihak yang berselisih utnuk dipertemukan dan memberikan keterangan.

b. Mengatur dan memimpin jalannya mediasi.

c. Meminta beberapa surat-surat atau dokumen penting yang bersangkutan dengan perselisihan seperti slip gaji pekerja, perjanjian kerja, beserta surat kuasa mengingat  para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, dan beberapa dokumen lain yang bersangkutan.

d. Menganjurkan para pihak yang berseilisih untuk berunding berdasarkan itikad baik    

Berlangsungnya mediasi tersebut telah sampai pada hasil kesepakatan para pihak, dimana pihak PT. MGP mengakui bahwa memang benar telah memberikan upah dibawah UMK sehingga akan diberikan pelunasan upah yang sebelumnya tidak diberikan sesuai  UMK tersebut.

Mediasi telah sampai pada kesepakatan dilengkapi dengan ditandatanginya perjanjian bersama, mediator selanjutnya membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan indudtrial dan mendaftarkan perjanjian bersama tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans Jatim sebagai pengawasan pelaksanaan upah minimum  dalam menjalankan tugasnya telah terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan juga memiliki kekurangan yakni pada saat proses pemeriksaan di perusahaan yang bersangkutan dilakukan belum dilakukan secara menyeluruh mengingat pengawas kesulitan melakukan pengawasan secara maksimal karena luasnya wilayah dan jumlah perusahaan yang sangat banyak, yang kemudian hal ini juga menjadi kendala dalam kaitannya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Jawa Timur yang akan diperiksa sangatlah banyak. Maka, dengan adanya laporan pengaduan, pemeriksaan pelaksanaan upah minimum akan efektif dan lebih tepat sasaran.

2. Alasan Perusahaan memberikan upah dibawah UMK dibagi menjadi dua faktor yakni faktor internal berkaitan dengan sikap pengusaha dan produktivitas perusahaan, serta faktor eksternal dipengaruhi oleh kesepakatan kerja, pengalaman kerja, keterampilan kerja dan masa kerja.

3. Upaya yang dilakukan  pekerja dalam mendapatkan haknya adalah pertama dengan melakukan perundingan bipartit yang kemudian gagal, sehingga langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit. Perundingan dilakukan dengan melaporkan ke Disnakertrans Jatim dan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, saran yang perlu dikemukakan Pertama untuk Disnkaertrans Jatim, mengingat yang menjadi kendala disini adalah jumlah pegawai pengawas  ketenagakerjaan yang menyebabkan pengawasan dalam kenyataannya belum terlaksana secara maksimal,  maka Disnkertrans Jatim dapat mengajukan usulan kepada pemerintah provinsi agar diberikan penambahan jumlah pengawas yang bersertifikasi agar nantinya kegiatan perusahaan dapat termonitor dengan baik. Hal ini dapat dimungkinkan akan membantu jalannya kegiatan ketengakaerjaan khusuhnya di Provinsi Jawa Timur. 

Kedua, kepada pihak perusahaan PT. MGP. Menurut penulis, PT. MGP perlu mengijinkan pekerjanya membentuk Serikat Pekerja, mengingat jumlah pekerja dalam perusahaan tersebut telah melebihi seratus karyawan dan telah dikatakan cukup untuk membentuk serikat pekerja didalamnya. Serikat pekerja ini akan memiliki beberapa peran yang mungkin cukup bermanfaat juga pada perusahaan terkhusus untuk penyelesaian permasalahan upah dibawah UMK. Apabila perusahaan memang tidak bisa memberikan upah sesuai UMK yang berlaku, PT. MGP bisa melakukan kesepakatan dengan serikat pekerjanya untuk melakukan penangguhan. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya perselihan diantara pekerja dan pengusaha. Apabila perselihan tidak dapat dihindari perlu juga membentuk perundingan bipartit yang anggotanya diambil dari salah satu pihak baik dari anggota serikat pekerja/pekerja yang mewakili dan pengusaha yang mewakili. Dengan demikian permasalahan dalam internal perusahaan mudah mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pihak lain untuk menyelesaikannya.

Ketiga, terhadap pekerja, juga perlu untuk mempelajari dan memahami beberapa hak-haknya dalam hubungan kerja, baik yang meliputi hak upah, hak untuk berkumpul atau berserikat, hak untuk ikut serta dalam perundingan didalam perusahaan ataupun hak-hak lainnya yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. 
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